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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS
MANUSIA SULAWLESI TCNGAH \ .
DENGAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
TENTANG
PUSAT PELAYANAN INFORMAS! DAN KONSULTAS! KESEHATAN
REPRODUKS! DAN SEKSUAL, VOLUNTARY CCUNCELLING TLSTING
(VCT) DAN NARKOBA

Nomor :W.24.PK.01.07.01 - 2906
Nomor @[y, 292/ Pe6t-ST/v/ wl9

Pada ha ini, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April Talun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Palu
Sulawesi Tengsh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULKIFL!, SH, MH
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Tengah
Alamat . JI. Dewi Sarlika No. 23 Palu

Dzlam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : YOSPINA LIKU LA'BI, SC, MA

Jabatan - Direklur Eksekulil Perkumpuian Keluarga Berencana
Ingonesia ( PKBI ) Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Jl. Pue Bongo Lorona Lekalu No. 7 Palu

Dzlam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Eksekutif Daerah Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi SulawesiTegah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs), Visi
dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dan
Perkumpulzan Keluarna Berencana Indenesia (PKBI) dan adanya perubahan lingkungan stratsgis di ara
ofonomi, seda untuk menjamin keberangsungan dan meningkatkan kuaiilas pengelolaan Pusal
Feiayanan informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tegah, maka PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA sepakat unluk mengadakan kesepakatan bersama dengan semangat kemitraan dan
saling menguntungkan untuk dipatuhi dan dilaksanaken oleh PARA PIHAK, dengen ketentuan sebagai
benkut .

PASAL |
TUJUAN

Meningkatken kualitas pengelolaan dan keberlanjutan keberlangsungan Pusat Pelayanan Informasi
Can Konsultasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian
rukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah melalui kemitraan, keterpaduan, sinerginats dan
konsolidasi pelaksanaan program lintas seklor di kota Palu



PASAL Il
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

A PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDIUJA, bekeriasama berperan sebagai fasilitator (Dokter,
Konselor, Psikolog. Psikiater, Perawzt serta memberiken dukungen moril dan sosial lzinnya)
sesual kebutuhan di Kantor Wilayah Kemenlerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
Tengah. senta untuk meningkatkan kuzlitas dan kesinambungan pelaksanaan program Pusat
Pelayanan Informasi dan Konsultasi Reproduksi dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor
Nilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah.

b. Advokasi pentingnya Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi Reproduksi dan Seksual, VCT
dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah
kepada DPR, DPRD, Pemerinlah Pusal, Pemerinlah Provinsi Daerah dan Kabupalen dan Kola.

C. Sosialisasi secara berkelanjutan tentang keberadaan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konsultasi Reproduksi dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilavah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah kepada tahanan atau narapidana dan keluarganya
uniuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sclama menjalani penahanan di Rutan atau pembinaan di
Lapas. '

Z) Sasaran kesepakatan bersama ini meliputi Lembaga Pemerintah dan Masyarakat di Sulawest
Tengah khususnya Masyarakat yang sedang menjalani proses hukum atau tahanan di Rulan alau
Lapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah.

PASAL llI
I ANLGUNG JAYWAB PARA FIHAR

1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

8. Merekomendasikan ke Lapas dan Rutan untuk penyediaan ruangan dan database serta
mengtapkan sasaran Pusat Pelayanan Informasi Dan Konsullasi Kesehatan Reproduksi Dan
Seksual, VCT dan Narkoba.

b. Menetapkan Lapas dan Rulan sebagai Pusal Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Kesehatan
Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Tengah.

c. Mengembangkan Pusal Pelayanan Informasi Dan Kensullasi Kesehalan Reproduksi Dan
Seksual, VCI dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sulawesi Tengah

2) PIHAK KEDUA bertangaung jawab

a. Melaksanakan dan memastken Pusat Polayanan Informasi Dan Monsultasi Meschatan
Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Suiawesi Tengan berjalan cengan baik secara perxelanjutan.

b. Menyediakan dan menetapkan maleri yang diqunakan pada Pusat Pelayanan Informasi Dan
Konsultasi Kesehalan Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayzh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tangah sebagai kehutuhan,

3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-same beriznggung jawab .

a. Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Can
Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sulawesi Tengah

h. Melakukan advokasi tentang pentinanya Pucat Palayanan Infarmasi Dan Konenitzsi Kecehatan
Repreduksi Dan Seksual, VCT dan Narkcba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak



-

Asasi Manusia Sulawesi Tengah kepada DPR, DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Daerah dan Kabupaten dan Kota.

C. Sosialisasi secara berkelanjutan lentang keberadaan Pusal Pelayanan Informasi dan
Konsullasi Reproduksi dan Seksual, VCT dan Narkoba i Kanior Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah kepada tahanan atau narapidana dan keluarganya
uniuk dimanfaatkan sebaik-baiknya selama menjalani penahanan di Rutan atau pembinaan di
Lapas.

d. Melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada narapidana di Rutan dan Lapas seluruh Sulawesi
Tengzh secara bertahap dan berkelanjutan

& Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara berkala dan/atau
paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL IV
PELAKSANAAN

1) Pelaksanaan kesepakalan bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan

2) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing pihak
akan membentuk Tim Pelaksana'yang susunan keanggotaannya akan ditetapkan kemudian yang
disepakati oleh PARA PIHAK.

PASALV
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya dalam pelaksanaan kesepakalan bersama ini meniadi tananing imwah DILAK
FERIAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

PASALYI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yanq timbul dalam pelaksanaan kesepakatan
bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah uniuk
mufakat.

2) Apabila perselisinan lidak dapal diseiesaikan secara musyawarah unluk mufakat maka PARA
PIHAK sepakat unfuk menunjuk PIHAK KETIGA yang dipercaya oleh PARA PIHAK meniadi
penengah.

PASAL VII
PENUTUP

I} Ha-nal yang belum diatur di daiam kesepakatan bersama ini akan diatyr kemydian
2) Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup Masing-masing
untuk PARA PIHAK,
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